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DPR vs KPK

ubunNngan antara DPDPR damn Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) mengalarmi babalk baru. Kehadiranmn danmn pPpengakuan

Direktur Penyidik KPK. Brigjen Aris Budiman rada Scelasa
(2ZO9/8) malam saat memenuhi panggilan Panitia Khusus (Pansus)
Hak Angket DPR untuk KPK semakin memperiebar perseteruan
dua lembaga itu.

Sebelumnyaa, Pimpinan KPK menyatakan tidak mengizinkan
Jjenderal bintang satu polisi itu unNntuk hadir dalam rapat tersebut.
Saat di DPFPR, Aris pun mengaku kalau dirinya telah melanggar
pPperintah pimpinamn KPK, yang melarangnya untuk hadir.

Apa (=181 gl alasanny=a, kedatanmngan Aris di Pansus itus dimilai

sebagai bentuk IinNnsubordinasi terhadap pimpinan KPK dan secara
kelembagaan. Dirdik KPK itu dianggap telah melanggar Jdisiplinm
dan etika pegavwai KPK. Permintaan agar Pengavwas Intermnal KPK
mengusut pelanggaran yang dilakukanmn Arcris pun bermunculanmn dari
kKalangan pengammat. ~

L KPK tentu saja gerah dengan kehadiranmn Ardis di Pansus Hak
Angket itu. Socalnya., secara kelembagaan, KPK telanh menyatakan
tidak akanmn memenuhi pahggllaﬂ Pansus DPR. Bahkan, KPK juga
menolak untuk MmMemberikan iZzin kepada mantan anggota HKomisi
Il DPR dari Fraksi Partail Hanmnura, Miryam S Haryani, yang terjerat
kasus perkara korupsi pembuatan e-KT R,

KPHK menolak untuk memenuhi panggilanmn KPKdamn menghadirkan
NMiryarm kKarena menganggap keberadaan Pansus Hak Angket
terhadap lembaga itu tidak sah. KPK bahkan tengah mengajukan
gugatan uji Mmateri Pasal 79 Avyvat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun
2014 tentang WVMIPR, DPR, DPD, danmn DPRD (UU VID3) ke Miahkamah
HKonstitusi (NI terkait keabsahanm Prembentukan Pansus Hak
Angket itu.

Pegawai KPP K yvanmng mengajukan gugatan itu menilai, penggunaan
Hak Angket oleh DPR kepada KPK tidak tepat. Mereka menilai.,
KPK adalah lembaga . imdependen . " bukan - bagian dari pemerintah.
Sehingga, sebelum ada keputusan MK, KPKCTidak akanmn memenuhi
Panggilan tersebuat.

Ketikaa persoalan keabsahan Pansus it masih diperdebatkan,

Kehadiranmn Dirdilk KPP Brigien ArisS Budiman i rapat Pansus
membuka celah bagi DFPR untuk kembali mMmempertanyakanmn kKinerja
KPK. Dalam rapat itu, AAris mengatakan ada perpecahan di intermal

KPK vang berpotermnsi untuk diMmanfaatkan olehrrpihak-pihak tertemntu.
Bahkan, Ardis mengatakan, ada ""pihak luar” yang menanamm agen
mereka di KPK. Jika dibiarkanmn., hal itu bisa mengancam kearmanan
nNnegara dan serangan terhadap KPK akan semakin keras.

Permyataan Arxis itu tentu saja bisa menjadi amunisi baru bagi
DFPR untuk Mmenyoroti kKinerja KPRPK, yvang oleh beberapa kalangan
disebut sebagai serangan dan upaya peleamahan KPK. Tudingan
itu Muncul karena Pansus Hak Aingket dibentuk ketika saat ini KPIK
mengusut kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkanmn sejumilah
anggota danmn pimpinmnamn DPR.

Kita tentu berharap agar keinginanmn DPR untuk mengavwasi KRPK
benar--bemnar murmi untuk Mmemastikan Kinerjia lembaga antikorupsi
itu bekerja denganmn baik. Kita tentu tidak sepakat jika permbentukan
Pansus Halk Angket sekadar ditujukanm sebagai bentuk balas
dendam DPR terhadap KPK.

dJangan sampai kerja Pansus, yvang memeriksa sejumilaah orang
danmn meminta pandangan para pakar itu menjadi instrumen untuk
memengaruhi PrPenyelidikan-—-penyeaelidikan kKasus kKorupsi vyang
tengah dilakukan KPP K. Kita berharrap D PR levwat Pansus tidak
mengintervensi kasus—-kasus yvyang tengah diunmngkap KPP K.

ita tentu menghormati sikap KPP vang masihn menunggu
Putusan gugatan wiji materi [ R & ] MD3 sebelum bersikap atas
Pranggilanmn Pansus Hak Angket. Namun, jika VIK menolak gugatan itu,
maka KPK pun harus legowo untuk memenuhi panggilam Pansus.
Anggap saja keterangan KPK di Pansus merupakan bantaham atas

tudingan—tudingan yvang dilontarkan anggota DPRR. Pansus bisa
menjadi ajang kKlarifikasi oleh KPK. =

Apalagi, saat imi DFPR seolah mempuny =i Tsenjata’™ baru
untuk Menyerang KPK. Pernyataan Brigjienmn Aradis tentang adanya
pPperpecahanrn di iNntermal KPK dan penyusupan ""'pihak luar” harus

ditanggapi serius oleh KPK. Kita tidak ingin babak baru pertikaian
KPK danmn DPR ini memunculkan kegaduhan politik baru.

KKita berharap ada prihak yang bisa menjadi mediator bagi
hubungan DPR dan KPP K. Pemerintah danmn lembaga penegakan
hukum lainnya, yakni Polri danmn Kejaksaan, bisa menjadi penengah
agar pPperseteruan itus tidak berianmnjut ke kegaduhan. Kita Juga
berharap agar Pimpinmnan Ppartai Ppolitik mengambil PpPeran untuk
meredam konflik dua lembaga tersebut.
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